PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2008

Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 1£8 TAHUN 2021
TENTANG

TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT JIWA PROVINSIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur . Nomer ’?2
Tahun 2008 telah ditetapkan Tugas Pokok Fungs1 dan-'_f’:fg'"_ e

Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi;

bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Menterz Dalam __ N
Negeri Nomor : 061/4212/0TDA tanggal 28 Jum 2021 SRR BN E )

telah disetujui Perubahan Status dan Nomenkla’cur RSJD |

Sungai Bangkong menjadi Unit Pelaksana Teknis (UP’I‘) i

Klinik Utama Provinsi Kalimantan Bmat dengan Tlpe'..:j
Kelas A; L _

bahwa untuk menmgkaﬂ{an efektzmtas peiaksanaan'.'- FSEp oy
pelayanan  penyalahgunaan  NAPZA, m_aka Copertul
dilakukan penyesuaian dan ‘perubahian .. terhadap .~
Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang = =

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Saklt Jiwa
Provinsi dengan menambahkan - fungm pelavanan'_'; B EEa
penyalahgunaan NAPZA pada Rumah Salqt sza'-"'_{_f:-;

Provinsi;

bahwa  berdasarkan ‘pemmbangan g sebagaamana’

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d; =~ -
perlu  menetapkan Peraturan Gubernur : tentang':'_-_: o
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun“:
2008 tentang Tugas Pokok, Fungs1 dan Tata Ke:tja Rumah E R B

Sakit Jiwa Provinsi;

Pasal 18 ayat (16) Undang~Undang Dasar Negara'f'::":;.f':

Republik Indonesia Tahun 1945; : SR
Undang-Undang Nomor 25 Tahun - 1956 tentm&g'_-_":

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom ~ Provinsi -
Kalimantan Barat, Kalimantan Seiatan dan Kahmantan o '
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956~ =
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubh}::{f{'-j:.-'- S

Indonesia Nemm 1106);

i
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10.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun' 2000 temang .
Kesehatan (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahuni_;:; S
2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Repubhk: i o

Indonesia Nomor 5036);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tenta:ag Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran | Negara Repubhk-,f{ S

Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2{)14 tentang Aparatur__::_.ﬁ-: -
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tabun =
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk'__-;__"-ﬁ_’ e

Indonesia Nomor 5494);

UndanguU:ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentan g .:.
Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Repubhk-_f
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam’baha:n Lembaran" e

Negara Republik . Indonesm Nomor 568'7) sebaga:tm ana
telah diubah beberapa kali dati terakhir dengan Undanm'.:_;_

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Czpta Kei‘;a_-ﬂ__:_j_.:,;i .'
(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2020 Nomor o
245, Tambahan Lembaran - Negara Repubhk Indones;la S

Nomor 6573);

Undang«Undanw Nomor 36 Tahun 2(}14 tentang Tenaga_.;;i'_"_'.i
Kesehatan (Lembaran Negala Repubhk Indones&a Tahun '

2014 Nomor 6, Tambgahan Lembaian Negara Repubhk_f

Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nemm 18 Ta;hun 2()16 tentang.i-._ﬁ-f
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Repubhk Indomesm.':
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran- Neg&u
Republik Indonesia Nomor' 588’?) sebaga}mana telah
diubah dengan Peraturan- Pemerm‘i:ah Nomor 72 Tahun'-'_, ;

2019 tentang Perubahan Atas Pera‘turan “Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentaﬁg Perangka’c Daeiahf_
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor

187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesza'_:.-;'::_j_;:;-'éff'fi_- =

Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Namor a7 Tahnn 2(}16 tentang_:--
Fasilitas Pelayanan Keseha‘tan (Lembaxaﬁ ‘Negara

Republik Indonesia Tahun® 2016 Nomm 229, Tambahan?__f:_'_i ".f: i;j':-'f:

Lembaran Negara Republik ind@nesm Nomor 5942}

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 teniang _f_.'
Manajemen Pegawai Negeri Sipﬂ (Lembaran Negara

Republik Indoriesia Tahun 2017 Namar 63, Tambahan};

Lembaran Negara Republik - Indonesia Nomor 6037) penn
sebagaimana telah diubah dengan Pez‘a‘turan Pememntah"__:“__:_.':f e
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan .
Pemenniah Nomor 11 Tahun' 201?’ ten‘i.ang Manajemeﬁ Sl
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Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran S
Negara Republik Indonesia Nomor 64—7 7} - i

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomior 79 Tahun 2018'_"":.; j
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Bemta Negaza R
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12 13}

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Ta.hun 2020
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita L
Negara Republik Indonesia Tehun 2020 Nomor o)

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 - ’tentang L
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeiah F’rownsz__;,.;_'
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi: Kahmantan;f;_
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaranﬁ_'-_
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebag&umana '  : Sk
telah diubah beberapa kali dan terakhir - dengan e
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 temang__
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomm 8 Tahun .
2016 tentang Pembentukan dan Susuna:a Perangkatﬁ : e
Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah™ -
Provinsi Kalimantan Barat Tahun - 2021 Nomor .5, e
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kahmaﬂtan Barai'_}'_'
Nomor 5); - M '

14. Peraturan Gubernur Nomor 72° Tahun 2008 tentang:' B
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit lea-j}
Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kahmantan Barai Tahun"_ M
2008 Nomor 72): . . :

MEMUTUSKAN: oSt
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH Sagit
JIWA PROVINSL S

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor' 72 Tahun 2068_;-:“;'_-_3f_:'__;}-
tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah' Sakit Jiwa - Provmsa;’._:
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nornor 72) “diubah
sebagai berikut : R

1. Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah dan angka 5 dihapus serta”.'_. e
ditambahkan 9 (sembilan) angka yakni angka 12, angka 13; al’lgka 14,
angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19 Sehmgga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut : R e

Pasal 1 _ _
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengaﬁ I

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

KARD PERARGHAT DABRAH
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2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan - p‘erﬁéi*iﬁtéhaﬁ L _
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakya‘i: Daerah menurut __: - i
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinszp otonomi. seluas—-"::'-;-z-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Indonesza..:' g
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repu’bhk _ -
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksamaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kahmantan Bafz a‘t

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
dihapus

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat,

N o

Rumah Saldt Jiwa Provinsi adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi
Kalimantan Barat. B P

8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi. .~ -~ =

9. Wakil Direktur adalah Wakil Direlctur Rumah Sakit Jiiﬁ}a-?rminsi

10.Paramedis Fungsional adalah paramedis perawa‘t/ bzdan dan non-_:._.__;-_._ :

perawat/non bidan yang bertugas pada mst&m& dalam Jabatan':*
fungsional, : . ey

11.Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas ch bldaﬂg pelayanan:_f_f
khusus dan tidak berkaitan langsung dengan peiayanan ‘é:erhadap S
pasien.

12.Tenaga Kesehatan adalah Setlap orang yang mengabdikan dn‘z daiam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / a‘i,au keierampﬁanﬂfﬁf |
melalui pendidikan di bidang kesehatan y&ng untuk Jems iertentu:_:’t'
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ' :

13.Kesehatan Jiwa adalah suatu kondjsi m&ntal ya,ng segahtem yancr_f:f'-
memungkinkan hidup harmonis dan: produktlf sebagal bagla:ﬁ yangi__'_'

utuh dari kualitas hidup seseorang dengan mempeihatlkan semua seg13";-"'.
manusia. ' '

14.Gangguan Jiwa adalah suatu peu1bahan pada fungm jiwa yemgf-_
menyebabkan ganguan jiwa, menimbulkan pendemta,an pada mdmdu_-
dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sos;alnya f BRNE |

15.Gangguan Jiwa Ringan adaiah pembahan fungsi: kesehatan }IWB. Seperm.-:_-;_._ _
depresi ringan, perasaan cemas ataul pada tahap awal berupa gangguan"_ o
awal kepribadian antisosial. - T '

16.Narkotika adalah zat atau obat yang berasa} c‘iaﬂ tanaman atau buka:a;_
tanaman, baik sintetis maupun semmmietls yaﬂg dapat menyebabkan__
penurunan atau perubahan kesadaran, hﬂangnva rasa mengurangr
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sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapfaf memmbulkan R
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golangan-aolgngan

17.Pecandu  Narkotika adalah orang yang menggemakan' atau._.'._ :
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan padaﬁ'"-:j_.'_f
Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. : e

18. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang dztaﬁdai oleh domﬁg&nj
untuk menggunakan Narkotika secara tems-menerus dengan takaranr_f]
yang meningkat agar menghasilkan efek yang- sauma dan apabziafé 3_.::;:;:' a
penggunaannya dikurangi dan/atau dzhenukan Secara tﬂaa tzba,'-”-:.:f;_
menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. ' L

19.Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotxka“f:-.'_é'_
tanpa hak atau melawan hukum. o

20.NAPZA adalah akronim dari narkotika, pszkotromka dan zat adlktaf S
lainnya adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondlsl S
kejiwaan/psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan penlaku) serta ';
dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan’ psﬂioiogis '

21.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah: maupnn smiet:is bukam L
Narkotika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektlf pada susun"m'_:l
syaraf pusat yang menyebabkan perubahan 1<:has pada alitzﬁtas mental :':: G
dan perilaku. ' R

22.Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan leunnya yaﬂg bukan_'_

narkotika/psikotropika yang mempunyai pengaruh pada kerj a Ot aJ& dan i
bisa menimbulkan ketergantungan. S

Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyl sebagal berxkut
Pasal 2

(1) Rumah Sakit Jiwa Provinsi mempunyai tugas melaksanakan Fated
perumusan dan penetapan kebijakan tekms serta’ mefiaksanakan_:,_, -
pelayanan di bidang kesehatan jiwa yang mehputl ‘pencegahan,
penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan serta:;:';f'_j'?:

melaksanakan pelayanan penyalahgunaam NAPZ?& ‘sesuai dengan
lingkup tugasnya. : 3

(2) Rumah Sakit Jiwa Provinsi dipimpin oleh seorang Dire}s:tur y&m@_
berkedudukan dibawah dan beltanggung;awab kepada Gubernur--_;.__-“_f- :
melalui Sekretaris Daerah. . RS

Ketentuan Pasal 3 huruf ¢ diubah, sehingga berbunyi sebageu berlkui,
Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal:am Pasal 2 aya't (1}
Rumah Sakit Jiwa Provinsi mempunyai fungsi: - L

a. penyusunan program kerja Rumah Sakit Jiwa Proﬁiiigi;ﬁ o a

HARD PRREANGIAT DAKRAR ASTETEN I SEEDA
HURUM PRMEANAREA .
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b. penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan - teknis @ :_bi dang
pelayanan, keperawatan, dan penunjang;

c. penyusunan petunjuk operasional dan pelaksanaan kegiatan di bldang
pelayanan yang meliputi pelayanan medik, pelayanan umum dan gagl;.. :

serta pelayanan penvalahgunaan NAPZA;

d. penyusunan petunjuk operasional dan pelaksanaan - kegiatan di bidang o ___
keperawatan yang meliputi perawatan, serta prasarana dan sarana-_.’ i

perawatan;

e. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di- bldang penun_}ang | _
yang meliputi penunjang medik, non medik dan rekam. rnedzk serta EE

pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
f. pelaksanaan pelayanan rujukan; o
g. pelaksanaan pembinaan pelayanan dan asuhan keperawatan; o

h. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset serta
urusan umum di ingkungan Rumah Sakit Jiwa Provmsz

i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan; pelaporan i:erhadapl z

pelaksanaan tugas di bidang Rumah Sakit Jiwa; dan

J. pelaksanaan tugas lainnya di bidang Rumah Sakit Jiwa yang dxserahkan s
oleh Gubernur. : o

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut «
Pasal 8

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koord1na51 "

memberikan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang pelayanaﬂ mechl{, B
pelayanan umum dan gigi, pelayanan penyalahgunaaﬂ NAPZA serta AT
melakukan pemantauan dan pengendalian peneﬁmaan serta’ pemulangan L ;
pasien pada unit-unit pelaksana teknis fungsional di hngkungan Rumah' SO

Sakit Jiwa Provinsi.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai benkut
Pasal 9 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud daiam Pasal 8 Bidang.::_' e

Pelayanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja di Bida;ng P@iayanan, Sl

b. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pe‘tunguk teknis di- bldang o _.
pelayanan medik yang meliputi pelayanan medik mtra mural dan_.' EIREE N

pelayanan medik ekstra mural;

c. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pemnjuk tekms él bzdang:':_; e EER

pelayanan umum dan gigi;

d. pelaksanaan pelayanan kegiatan di bidang pelayanan medzk

e. pelaksanaan pelayanan kegiatan di bidang peiayanan penyalahgunaan'__- SIS

NAPZA;

HARD PERA T DAGIIAN ASIEPEN I SERms :
=y

3 L ATESA

VY T




-7 -
f. pelaksanaan pelayanan kegiatan di bidang pe}ayanan umuin. da_n g1g1

pengkoordinasian dan pengendalian di bidang pelayanan;

g

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peiaksamaan tugas d1
Bidang Pelayanan; dan : -

i. pelaksanan tugas lain di Bidang Pelayanan yang dis’erahk&nhiéh iWékil EEEh
Direktur I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. =~

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai bem{ut
Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 10 ayat (1} : I

huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpu}an darz pengelahanﬁ ;"-; :

bahan penyusunan petunjuk teknis, penyusunan rencana k&gl&ta‘ﬂ} i _
monitoring, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan*.
pelayanan medik yang meliputi pelayanan medzk pengo‘batm1 pada m‘n‘t-«_._;__;:

unit pelaksana fungsional dan pelayanan medik’ peﬁcegahan Pmmot; r dan‘i." T

pelayanan kesehatan masyarakat serta pelayanan penya}ahgunaan NAPZA

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai benkut
Pasal 42

(1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf RE _merupakan uz‘u‘{ Sl i
penyelenggara pelayanan fungsional Rumah Salkit Jiwa. Provmsz :

(2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala daiam jaba‘taﬁ fungsxonal ya;mg -
diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Dii‘ektur SRR

(3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam pe3:1ye1(-:3;’1ggarzsw.ezn'_'E n

pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya secara Iangsung dengan_ ;:'ﬁ'
memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektlf dan eﬁsien e

{(4) Instalasi-instalasi pelayanan di lingkungan Rumsah Saklt lea Provmsij.}_--sf'
terdiri dari: o

a. Instalasi Gawat Darurat;

b. Instalasi Rawat Jalan;

¢. Instalasi Rawat Inap; : - L

d. Instalasi Gangguan Mental Organik (GMO) dan Perawatan Intensaf
(Ruang Perawatan Umum); : :

e. Instalasi Rehabilitasi Mental;

f. Instalasi Rehabilitasi NAPZA; _

g. Instalasi Promosi Kesehatan Jiwa Rumah Sakit (PKJ RS)

h. Instalasi Gigi dan Mulut; '

[y

Instalasi Elektromedil;

j. Instalasi Laboratorium,;
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3.

Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga ber buny1 Sebagal berﬂmt

(1)

-8-

k. Instalasi Farmasi;

1. Instalasi Higiene dan Sanitasi;

m. Instalasi Rehab Medik Fisioterapi;

n. Instalasi Forensik;

0. Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

p. Instalasi Dapur Gizi; T LIS B B
q. Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Saklt (IPSRS);: SRR
r. Instalasi Laundry; ' PR

s. Instalasi Pemulasaran Jenazah,;

t. Instalasi Psikologi;

u. Instalasi Rekam Medis; dan

v. Instalasi Perpustakaan dan Kearsipan.

" Pasal 43

Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat'r""-';;_ .
(4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakem pelayanan terhadap '-'i::'*-

pasien rawat jalan setelah jam dinas pagi- dan paszen rawat map yang.' o
gawat dan memerlukan penanganan khusus dan mtens:tf

Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 aya"z (4)'.;: .
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan - peiayaﬂan rawat Jalan'---*"
meliputi pencegahan, penyembuhan, keperawatan psztkotm apl dari
rujukan. - : e

Instalasi Rawat Inap sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 42 ayat {4y
huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan pelayanaﬂ penyembuhan'
pasien rawat inap dengan pelaksanaan . peiayanaﬁ medzk peiayanaﬂ,; S
keperawatan, pelayanan penumang dan pelayanan rujukan ' 2

Instalasi Gangguan Mental Organik (GMO) dan’ Perawataﬂ Intenslf '_
(RPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) Izufu'f}_{"fd'
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyembuhan paszen Jiw,
yang disebabkan gangguan organ tubuh mxsalnya Epﬂep51 Traurria‘
Capitis dan lain-lain anggota badan. :

Instalasi Rehabilitasi Mental sebagaimaria d1maksud dalam Pasai 42“
ayat (4} huruf e, mempunyai tugas. melaksana}{aﬂ pelayananﬂ_-r o
pemulihan dengan melalui kegiatan pem’bmaan kerohaman ;
pembinaan olahraga, perbinaan keterampﬂan (menjahit, pertukangan;f '_
pertanian dan perkebunan) dan pembinaan budaya dan keseman i

Instalasi Rehabilitasi NAPZA sebagaimana dﬂ'ﬁaksud dsdam Pasa‘i 4_2 ';
ayat (4) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan :
rehabilitasi pasien dengan penya}ahgunaan NAPZA
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(7) Instalasi Promosi Kesehatan Jiwa Rumah Sakit"(PKJRS)"{Seb_agaiﬁiaﬁa SR
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf g, znempuﬁyai tugds’
melaksanakan program dalam upaya menangguiangl masalah-f* =
kesehatan jiwa di masyarakat, upaya d1tempuh dengan melaluz‘j_. i
kegiatan promosi dan prevensi, integrasi pelayanan kesehatan Jwa .
serta membangun kerjasama dengan hmas sektor/kemltraan dz'ff{-_ o
bidang kesehatan jiwa. - L

(8} Instalasi Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasa}, 42 ayat
(4) huruf h, mempunyai tugas melaksaﬂakan pelayanan terhadap
pasien umum dan gigi baik rawat jalan maupun 1awat map SR

(9} Instalasi Elektromedik sebagalmaila dimaksud daiam Pasal 42 ayat (4) "
huruf i, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan ‘Lerhadap pasaean,_.__:{
rawat jalan dan rawat inap yang memerlukan ‘tindakan medik,:

rehabilitasi medik seperti ECT, EEG, EKG, Brain Mappmg, Pszkoterapl"“_f'_:_
dan lain-lain. o

(10) Instalasi Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4 ) g
huruf j, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap pasien
rawat jalan dan vawat inap  yang melakukan pememksaanﬁf :
Laboratorium (darah, faeces, air semni) sebageu penunjang dmgnose '

(11) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal 42 ayat (4)_-";‘_ WO
huruf k, mempunyai tugas melaksanakan pelayanml farr ma31 yang_-_f'_
meliputi  pengumpulan data farmasi, . pentyusunan rencana'_".;.
pengendalian serta evaluasi tentang farmiasi (obat—obatan daﬁ aiati
kesehatan) sesuai dengan kebutuhan mmah sakit. i

(12} Instalasi Higiene dan Sanitasi Sebagaamana dnnaksud dalam Pasal 42".5'-:_:
ayat {4) huruf 1, mempunyai tugas me}aksaﬁakan pelayanan e
memantau kesehatan dan kebersihan lzngkungan yang-meliputi: -
pengumpulan data, perencanaan dan : evaiua31 kesehatan . dan:_:;_-;
kebersihan lingkungan. : B

(13} Instalasi Rehab Medik Fisioterapi sebavaﬁna_na dzmaksud da}am Pasal'-ﬁ; =
42 ayat (4) huruf m, mempunyai tugas" melaksanakan pelayanan
kesehatan yang meliputi promotif, pencegahan, pengobatan dan
rehabilitasi medik melalui pendekatan medis, psikososial, edukasional,
dan vocasional, untuk mencapai kemampuan funt"fswna} Seopﬂmali-_{._._
mungkin. : 2

{14) Instalasi Forensik sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 42 ayat ( ):.j--. o
huruf n, mempunyai tugas melaksanakan pelayaﬂan ‘kesehatan.
kedokteran forensik berkaitan dengan pereriksaan kasus hukumf-‘_;.
pada pasien gangguan jiwa sebagai bahan vahan bukt:a pengadﬂan e

(15) Instalasi Keselamatan dan Kesehatan - Kelga Rumah Saklt (KSRS){?‘ S
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf g5 mempunya:
tugas melaksanakan manajemen resiko riimah sakit, keselamatan dan
keamanan rumah sakit, pelayanan kesehatan keitja pengelolaan}.
bahan berbahaya dan beracun (B3) dari aspek keselamatan dan
kesehatan kerja, pencegahan dan pengendalzan kebakaraﬂ,
pengelolaan prasarana rumah sakit dari. aspek. keselama‘é,an dan
kesehatan kerja, pengelolaan peralatan medis dari aspek keseiamataﬂ S

dan kesehatan kerja, dan kesiapsiagaan meﬁghadapl Londlsl darurat-_'_.l
atau bencana : o

KARD PERANCHAT BABRAK |\ ooonney | igmerny 0
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Instalasi Dapur Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 aya“t (4) e
huruf m, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan makanan pasien | e
yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengolahan serta evaluasy._-‘_-; pa

kebutuhan bahan makanan pasien rumah sakit,

Instalasi Pemelihartaan Sarana dan Prasarana . - _-Rumah'-" Saki‘t o

sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf n,

mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan  data sara:na SIS
perencanaan kebutuhan sarana, pemeliharaan serta evalua& sarana SR

di rumah sakit,

Instalasi Laundry sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4—2 ayat (4)
huruf o, mempunyvai tugas melaksanakan pelayaﬁan kebersman Imen':'-'_f SR

meliputi pencucian, pengeringan dan perapiair bahan 111‘1@11 pas:ten

Instalasi Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud dalam- pasal'._:- 5: SR
42 ayat (4) huruf s, mempunyai tugas meiaksana.kan pelayanan
memelihara jenazah baik jenazah dari dalam maupun dam lyar 1umah--ffff S
sakit, perawat jenazah yang diberikan meliputi . memandikan '5:’; S :
mengkafani serta melaksanakan koordinasi dengan keiuauga maupun' R
instansi lain dengan tujuan agar jenazah s1a;o dibawa: pulang oleh_:'__ EEEEIEn

pihak keluarga atau yayasan.

Instalasi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam: pasal 42 ayat (4)
huruf t, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan ps1kolog1 sebagaifi " :
upaya mengoptimalkan kemampuan dan mencegah’ f:ergadmya';'j’__"i_"_-.?'.’g;' _
dampak buruk dari diri pribadi dengan kedzatan pelayanan, test -
individual, training, konsultasi psikologi baik nﬂernal maupun_'_. “

exsternal,

Instalasi Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) el
huruf u, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan keseha‘tan P o

menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayeman ‘rekaim medas":-- o
dan pemantauan mutu rekam medis di seluruh unit pelayaﬂan serta L

menyelenggarakan dan mengkoordinasikan’ pelayanan admlsz pasaen :
rawat jalan maupun pasien rawat inap. '

Instalasi Perpustakaan dan Kearsipan sebaﬁgaiinané "diiﬁal{sﬁ'd dalam
pasal 42 ayat (4) huruf v, mempunyai tugas melaksanakan 1::61&13;&111&1’1E _': 2rl

perpustakaan dan kearsipan rumah sakit.

Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan"
kemampuan Rumah Sakit Jiwa Provinsi dan’ perubahannya_‘-,'_
ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai denga;n ketentuan Co

peraturan perundang-undangan.

AR PER
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Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. L
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan & pengundangan
Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontiana_k e
pada tanggal 1§ \wlf 2021
4 GUBERNUR KALTMANTAN BARAT,V@{ EE

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROYINSI KALIMANTAN BARAT,

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR \&e




